BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR (| TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur beberapa
satuan pendidikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 219 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018
tentang Perubahan Satuan Pendidikan Pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut,
maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Unit
Pelaksana Teknis Daerah satuan pendidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Pedoman  Organisasi Perangkat Daerah Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa dalam hal Bupati
dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit
kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan
administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya,
maka Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah
Kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural yang
dipimpin oleh seorang Koordinator yang pembentukannya
sckaligus dimuat dalam Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah:

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut:




Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat [I Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820} tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

tentang Pedoman Pembentukan dan Klamﬁk:asn Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);



9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut.

10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut.

11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu,

BAB I1
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk:
1} UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, yaitu:
a. UPTD TK;
b. UPTD SD; dan
c. UPTD SMP.
2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan,
yaitu:
a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Pelaihari;
b. Koordinator Wilayah  Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Kintap;
¢. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Jorong;
d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Batu Ampar;
e. Koordinator Wilayah  Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Panyipatan:
f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Takisung;
g Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Tambang Ulang;
h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Bati-Bati:




Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 25);

10. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 66 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 66};

MEMUTUSEKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUEAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT.

Menetapkan

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
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i. Koordinator Wilayah Kecamatan  Bidang
Pendidikan Kecamatan Bumi Makmur,

j. Koordinator Wilayah  Kecamatan  Bidang
Pendidikan Kecamatan Kurau; dan

k. Koordinator Wilayah  Kecamatan = Bidang
Pendidikan Kecamatan Bajuin.

(2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V
dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan unit kerja
nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator
vang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
UPTD TK

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD TK terdiri atas:
a. UPTD TK;
b. Urusan Tata Usaha: dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD TK sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Paszl 5



(1)

(2)

(3)
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UPTD TK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana
dan kurikulum pendidikan TK.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPTD TK mempunyai fungsi:

d.

b.

f.

g.
h.

penvusunan Kkebijakan operasional pengelolaan
UPTD TK;

pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
inventarisasi permasalahan-permasalahan  serta
pelaksanaan pemecahan  permasalahan  yang
berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan UPTD
TK;

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengevaluasian dan pelaporan kegiatan UPTD TK;
penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang
tugasnya,

penyelenggaraan proses pembelajaran  sesuail
ketentuan berlaku;

penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan
pengelolaan urusan ketatausahaan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
sebagai berikut:

a.

b.

menyusun kebijakan operasional pengelolaan UPTD
TK;

menetapkan  perencanaan kinerja UPTD TK
berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja
Dinas;

melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam Pendidikan TK
sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
program dan rencana UPTD TK;

menghimpun dan mengolah data serta informasi
yang berhubungan dengan UPTD TK;

menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan
kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD TK;
menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,;

mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan
evaluasi dibidang pelayanan pendidikan TK;
melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;
menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar
mengajar, pembinaaan tenaga edukatif dan non
edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan
kurikulum dalam wilayah kerjanya;
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membimbing, membina dan mengawasi kegiatan
belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana
UPTD TK guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;
melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan TK;
melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;
melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
pendidik dan tenaga kependidikan;

melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
kelembagaan sekolah;

mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan
tenaga kependidikan;

melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah
dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan
menumbuh kembangkan minat baca anak;
mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga
kependidikan pada wilayah UPTD;

melaksanakan inventarisasi barang/Aset daerah
pada wilayah UPTD,;

melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan
pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
pendidikan TK pada wilayah UPTD;

ketatausahaan;

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas UPTD TK; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3

Pasal 6




f. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja
Anggaran dan melaksanakan pengelolaan
penatausahaan keuangan;

g menyiapkan bahan dan penyusunan program
kegiatan,;

h. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data
pelaksanaan kegiatan UPTD,;

i. melaksanakan  penatausahaan  barang  dan
invertarisir barang;

j.  menyiapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan;

k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis
sesuai tugas dan fungsinya;

. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan,

dan perlengkapan;

mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

tanggung jawabnya.

5 3

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-
kelompok sesuail dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.

(4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
UPTD SD

Paragraf 1
Susunan Organisasi




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Susunan Organisasi UPTD SD terdiri atas;

a. UPTD SD;

b. Urusan Tata Usaha: dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi UPTD SD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal ©

UPTD SD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana
dan kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), UPTD SD mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan
UPTD SD;

b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
inventarisasi permasalahan-permasalahan  serta
pelaksanaan pemecahan  permasalahan  vang
berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan
sekolah;

C. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sekolah;

d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang
tugasnya,

e. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai
ketentuan berlaku;

f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;

g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan

h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebagai berikut:

a. menyusun kebijjakan operasional pengelolaan UPTD
SD;

b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD SD
berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja
Dinas;

¢. melaksanakan kebyakan umum dan teknis serta

mengoordinasikan kegiatan UPTD SD sesuai dengan
kebijakan Dinas dan Dberdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
program dan rencana kegiatan UPTD SD;
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e. menghimpun dan mengolah data serta informasi
vang berhubungan dengan UPTD SD;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan
kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD SD;

g menyelenggarakan proses pembelajaran sesuail
dengan ketentuan yang berlaku;

h. mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan
evaluasi dibidang pelayanan pendidikan SD;

i. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;

j. menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar
mengajar, pembinaaan tenaga edukatif dan non
edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan
kunkulum dalam wilayah kerjanva;

k. membimbing, membina dan mengawas: kegiatan
belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana
sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan di bidang pendidikan;

1. menyelenggarakan Unit Produksi Sekolah dalam
rangka meningkatkan kompetensi siswa;

m. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan SD;

n. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;

o. melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;

p- melaksanakan fasilitasi bimbingan konseling peserta
didik;

q. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
akademik dan non akademik peserta didik;

r. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
pendidik dan tenaga kependidikan;

s. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
kelembagaan sekolah;

t. mengelola admuustrasz kepegawaian pendidik dan

- . dengan pengawas
ﬁekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan;

V. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan
terhadap siswa yang tidak mampu dengan instansi
terkait;

W, merumuskan program, mengatur, mengendahkan,
mengevaluasi dan mengkagl u_|1 coha penerapan

kependldjkan paﬂa wllayah UPTD
aa. melaksanakan inventarisasi barang/Aset daerah
pada wilayah UPTD;
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bb. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan
pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
pendidikan pada wilayah UPTD:;

cc. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan
ketatausahaan;

dd. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas UPTD SD: dan

ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3
Urusan Tata Usaha

Pasal 10

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik,
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana,
hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:

melaksanakan administrasi kurikulum:

melaksanakan administrasi peserta didik;

melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;
melaksanakan administrasi kepegawaian;
melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja

Anggaran dan melaksanakan pengelolaan

penatausahaan keuangan;

g. menylapkan bahan dan penyusunan program
kegiatan;

h. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data
pelaksanaan kegiatan UPTD;

i. melaksanakan  penatausahaan barang dan
invertarisir barang;

J. menyiapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan;

k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis
sesuai tugas dan fungsinya;

. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan,

dan perlengkapan,;

mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

tanggung jawabnya.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

UL S -

- B

Pasal 11



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2]

(1)

(2)
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan
kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional vang terbagi dalam kelompok-

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.

Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
UPTD SMP

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi UPTD SMP terdiri atas:

a. UPTD SMP;

b. Urusan Tata Usaha: dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi UPTD SMP sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 13

UPTD SMP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana
dan kurikulum pendidikan tingkat sekolah menengah
pertama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPTD SMP mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan

UPTD SMP;
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b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
inventarisasi permasalahan-permasalahan  serta
pelaksanaan  pemecahan  permasalahan  vang
berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan
sekolah:

C. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sekolah;

d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang
tugasnya;

e. penyelenggaraan  proses pembelajaran  sesuai
ketentuan berlaku;

f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;

g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan

h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

(3) Urailan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan UPTD
SMP;

b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD SMF
berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja
Dinas;

¢c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan UPTD SMP sesuai
dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
program dan rencana kegiatan UPTD SMP;

e. menghimpun dan mengolah data serta informasi
yang berhubungan dengan UPTD SMP;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan
kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD SMP;

g. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

h. mengkoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan
evaluasi dibidang pelayanan pendidikan SMP;

i. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik:

j. menyelenggarakan kebijjakan teknis kegiatan belajar
mengajar, pembinaaan tenaga edukatif dan non
edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan
kurikulum dalam wilayah kerjanya;

k. membimbing, membina dan mengawasi Kkegiatan
belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana
sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan di bidang pendidikan;

l.  menyelenggarakan Unit Produksi Sekolah dalam
rangka meningkatkan kompetensi siswa;

m. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan SMP;




(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana,

hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Uraian fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebagai berikut:

a. melaksanakan administrasi kurikulum;

b. melaksanakan administrasi peserta didik;

c. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;

d. melaksanakan administrasi kepegawaian;

e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;

f. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja
Anggaran dan melaksanakan pengelolaan
penatausahaan keuangan;

g. menylapkan bahan dan penyusunan program
kegiatan;

h. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data
pelaksanaan kegiatan UPTD;

1. melaksanakan penatausahaan barang dan
invertarisir barang;

j. menviapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan,

k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis
sesuai tugas dan fungsinya;

l. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan,

dan perlengkapan;

mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

tanggung jawabnya.

N

Paragraf 4
Kelompok Jahatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan
kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.

Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing .Jabatan

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
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melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;

melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;

p. melaksanakan fasilitasi bimbingan konseling peserta
didik;

q. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
akademik dan non akademik peserta didik;

r. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
pendidik dan tenaga kependidikan,

s. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
kelembagaan sekolah;

t. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan
tenaga kependidikan;

u. melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah
dalam meningkatkan kualitas pendidikan;

v. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan
terhadap siswa yang tidak mampu dengan instansi
terkait;

w. merumuskan program, mengatur, mengendalikan,
mengevaluasi dan mengkaji uji coba penerapan
model program peningkatan kualitas sekolah
menengah pertama,

x. melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan
media dan bahan pembelajaran pendidikan sekolah
menengah pertama;

v. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan
menumbuh kembangkan minat baca siswa di
sekolah menengah pertama;

z. mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga
kependidikan pada wilayah UPTD;

aa. melaksanakan inventarisasi barang/Aset daerah

0 1

UPTD;

ce. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan
ketatausahaan,

dd. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas UPTD SMP; dan

ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

. 3
Urusan Tata Usaha

Pasal 14

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik,
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

(1} Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan
administrasi pada satuan pendidikan di wilayah
kerjanya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data peserta  didik, sarana,
prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan di wilayah kerjanya,

b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan
angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;

c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah
kerjanya,

d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan
koordinator wilayah; dan

e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal
maupun eksternal.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bag)
pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan
tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
bawahan masing-masing.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
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lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan
selanjutnya kepada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan juga kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
keterkaitan dan hubungan kerja.

(7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan
pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja
organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib
mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

(1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan merupakan jabatan
fungsional guru/pamong  Dbelajar sesuar dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan tata usaha bukan merupakan jabatan struktural.

(3) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan
bukan merupakan jabatan struktural.

(4) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat
fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak
mengikat sesual dengan Kketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 Januari
2020.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
semua produk hukum dan/atau sejenisnya terkait
kepegawaian dan keuangan masih tetap berlaku sampai
dengan berlaku efektifnya Peraturan Bupati ini.

(1)
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BAR VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Dengan herlakunva Peraruran Bupati mi, maka
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 109 Tanhun 2017
tentang Pembentukan, Organigsasi dan Tala kerna Lmf
Pelaksana Teknis pada Dmas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laur (Benta Daeran
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor [10%) dicabur
dan dinvatakan tidak beriakiu,

(2) Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada rtaEnggal
dinndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahulhya, memerintaikan

pengundangan Peraturan Bupau {ni dengan penempalannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laur,

Ditetapkan di Pejaibian
pada tanggal

BUPATI TANAH LABT,

_,Iff-lr
Diundangkan di Pelaihari /

pada tanggal 20 Deirn b

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR




LAMPIRAN [ PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMORE ” TAHUN 2018
TANGGAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK KANAK

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH TAMAN KANAK KANAK

URUSAN TATA

USAHA

BUPATI TANARTAUT,

xmrozvon,;g;z .\_
FUNGSIONAL .

- /'H. SURAMTA




LAMPIRAN TI PERATURAN BUPAT! TANAH LAUT
NOMOR ._ TAHUN 2018
TANGGAL

BAGAN STRUKTUR ODRGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SEKOLAH DASAR

URUSAN TATA

USAHA

KELOMPOK JABATAN | _

FUNGSIONAL




LAMPIRAN (I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOF ._ TAHUN 2018
TANGGAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI]
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

URUSAN TATA

USAHA

BUPATI TANAH L

»

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN TV PERATURAN BUPATI TANAH LALT
NOMOKR : TAHUN 20318

TANGGAL 2018

DAFTAR UPTD TAMAN KANAK-KANAK

D LINGKUFP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

JOATT793 (Th NEGER! PEMBINA RAIUN

RIANE MO E Y
OGOOASDRE TR NEGERI PEMIBNA KINTAP

OROTRL40 TR NEGERT PEMBINA RURALS

AQI A7 | Th NEGERL PEMBINA PANYIPATAN

G [AOXLIF4T |TK NFGERI PEMBINA PELAIFARI

303179 |Th NEQERY PEMBINA TAKISUNG

Th NEGERI PEMBINA TAMBANG
VLANLG

Th NEGER]I PEMBINA BAT]-BATI

8 169917750

JONIHYS

JOMIA5Y  |TK NEGERI PFEMBINA JORONG

T [ e

TR NEQERI PENMBINA BATL AMPAR

KECAMATAN NAMA UNIT KECAMATAN

UPTD TK NEGERI PEMBINA BAJUIN | BAJUIN

BAJLHN

|
I
|
oA
\

BATU AMPAR |
A AMPAR

RINTAD

RURALS UFTD Th NEGERI PEMBINA RURAU

UPTD TK NEGERI PEMBINA
PANYIPATAN

UPTD TK NEGERI PEMBINA
PELAIHAR! _

UPTD Tk NEGERI PEMBINA
TARISUNG o

UPTD TK NEGERT PEMBINA
TAMBANG CULANG _
UPTD TK NEGER!I PEMBINA BATL-

BATI o
LIPTD Th NEGERI PEMBINA
TORONG

PANYIPATAN
PELATHAR]
TAKRESLING
TAMIBANG ULANG
BATI-13ATI

JORONG

BUPATI TANAH LAUT;~

v

*

UPTD TK NEGER]I PEMBINA BATY

UPTD TK NEGER! PEMBINA KINTAP |[KINTAP

FANYIPATAN

BATU AMPAR

AU RALU

PELAITHAR]

TARKISUNG
TAMBANG
ULANG
BAT1-BATI

JORONG




FOMERILATUR LARA
L2 R T ] S

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR - TAHUN 2018

TANGGAL 2018

DAFTAR UPTD SEKOLAH DASAR

Di LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

E 30300586 |SD NEGERI BUMBER MULIA

, 30300577 |SD NEGERI SUNQAI RIAM 1 PELAIHARI

30300721 |SD NEGERI AMBUNGAN UPTD SD NEGERI AMBUNGAN
30300720 {SD NEGERI ANGSAU 1 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 1 ANGSAU  |PELAIR
;ataow 19 |SD NEGERI ANGSAU 2 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 2 ANGSALI
s | 30300718 |sD NEGERI ANGSAU 3 PELATHARI  |UPTD SD NEGERT 3 ANGEAU
s | 30300717 |SD NEGERI ANGSAU 4 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 4 ANGSAU
& | 30300716 |SD NEGERI ANGSAU 5 PELATHARI  |UPTD SD NEGERI 5 ANGSAU
7 | 30300715 |SD NEGERI ANGSAU 6 |PELAIMARI  [UPTD SD NEGERI 6 ANGSAU
8 | 30300746 |SD NEGERI ATU - ATU PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI ATU - ATU
9 | 30300868 |SD NEGERI BUMI JAYA 1 PELAIHARI  |UPTD SD NEGER! 1 BUMI JAYA  |PELAIHARS
10 | 30300869 |SD NEGERT BUMI JAYA 2 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 2 BUMIJAYA  |PELATHAR!
i1 :x;sooaaa SD ;EGERI ;.?LMUNG' BESAR PELAIHARI UPTD SD NEGERI G‘-L-INTUNG éEAR PELAIHAR]
12 | 30300815 |SD NEGERI KAMPUNG BARU PELAIHARI  [UPTD SD NEGERI KAMPUNG BARU F‘;LMH;E!
SD NEGERI KARANG TARUNA 1 PELATHAR! NEGERI 1 KARANG PELAIHARI
SD NEGERI KARANG TARUNA 2 |PELAIHARI U 3 NEGERI 2 KARANG PELAIHAR:
SD NEGER! KARANG TARUNA 3 PELAIHARI U D NEGERI 3 KARANG PELATHARS
SD NEGERI PABAHANAN PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI PABAHANAN PELATHART
SD NEGERI PANGGUNG 1 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 1 PANGGUNG | PELAIHARS
SD NEGERI PANGGUNG 2 [PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 2 PANGGUNG PELATHAR]
SD NEGERI PANGGUNG BARU PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI PANGGUNG BARU | PELAHAR
SD NEGERI PANJARATAN PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI PANJARATAN | PELAIHARY
SD NEGER] PELAIHARI 1 PELAIHARL  |UPTD SD NEGERI 1 PELAIHARI PELAIHARI
SD NEGERI PELATHARI 2 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 2 PELAIHARI
SD NEGERI PELATHARI 3 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 3 PELAIHAR!
SD NEGERI PELATHARI 4 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 4 PELAIHARI
SD NEGERI PELATHARI 5 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI S PELAIHARI
SD NEGERI PELAIHARI 6 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 6 PELATHARI
SD NEGERI PELAIHAR! 7 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 7 PELAIHARI
|SD NEGER! PELAIHAR! 8 PELAIHARI  [UPTD SD NEGER! 5 PELAIHAR )
mummmmmg—_ PELAIHARI UPI’DSDHEGERIQPBI.AH{ARI
. ﬂ- SD NEGERI PEHUDA PELAIHARI  |UPTD SD NEGER! PEMUDA
m 30300570 |SD NEGERI SAEAHG HALANG - UPTD SD NEGERI SARANG HALANG

UPTD SD NEGERI SUMBER MULIA

UPTD SD NEGERI 1 SUNGAI RIAM




NOMENKLATUR LAMA NOMENEKELATUR BARU
m wesw | wamaumr  |smcaaTaN| 2 NAMAUNIT | KECAMATAN

30300576 |SD NEGERI SUNGAI RIAM 2 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI RIAM  [PELAIHARI
30300575 |SD NEGERI SUNGAI RIAM 3 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 3 SUNGAI RIAM  |PELAIHARI
30300682 |SD NEGERI TAMPANG PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI TAMPANG PELAIHARI
30300692 |SD NEGERI TELAGA 1 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 1 TELAGA PELAIHARI
5;0300393 SD NEGERI TELAGA 2 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 2 TELAGA PELAIHARI
30300709 [SD NEGERI TUNGKARAN PELAIHARI  (UPTD SD NEGERI TUNGKARAN PELAIHARI
30300705 SD NEGER] UJUNG BATU 1 PELAIHARI  |UPTD SD NEGERI 1 UJUNG BATU |PELAIHARI
30300704 |SD NEGERI UJUNG BATU 2 | PELAIHARI  (UPTD SD NEGERI 2 UJUNG BATU  |PELAIHARI
_3&30;:1745 SD NEGERI BAJUIN 1 BAJUIN UPTD SD NEGERI 1 BAJUIN BAJUIN
30300744 [SD NEGERI BAJUIN 2 BAJUIN UPTD SD NEGERI 2 BAJUIN BAJUIN
30300857 |SD NE(.:,ERI GALAM BAJUIN UPTD SD NEGERI GALAM BAJUIN
.:3_5300823 SD NEGERI KETAPANG BAJUIN UPTD_S'D NEGERI] KETAPANG BAJUIN

| 30300817 |SD NEGERI KUNYT‘I‘ 1 BAJUIN UPTD SD NEGERI 1 KUNYIT BAJUIN
30300816 |SD NEGERI KUNYIT 2 BAJUIN UPTD SD NEGERI 2 KUNYIT '
30300594 |SD NEGERI PEMALONGAN 1 BAJUIN UPTD SD NEGERI 1 PEMALONGAN
30300563 [SD NEGER_I PEMALONGAN ’ BAJUIN |UPTD SD NEGERI 2 PEMALONGAN  |BAJUIN
30:300552 sD NEGERJ RIAM PINANG BAJUIN - UPTD SD NEGER! RIAM PINANG BAJUIN

[ 30300585 [sD NEGERI SUNGAI BAKAR [BAJUIN UPTD SD NEGERI SUNGAI BAKAR  |BAJUIN
30300681 |SD NEGERI TANJUNG 1 IBAJUIN UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG BAJUIN
:fsoaooe:ao SD NEGERI TANJUNG 2 BAJUIN UPTD SD NEGERI 2 TANJUNG BAJUIN
30300679 |SD NEGER! TANJUNG 3  |Basun UPTD SD NEGERI 3 TANJUNG BAJUIN

[ 30300676 |sD NEGERI TEBING SIRING 1 : BAJUIN UPTD SD NEGERI | TEBING SIRING BAJGIN
30300675 |SD NEGERI TEBING SIRI’NG 3 BAJUIN UPTD SD NEGERI 2 TEBING SIRING {BAJUIN
30300674 |SD N;EERI TEBING SIRING 4 [BAIUIN UPTD SD NEGERI 3 TEBING SIRING |BAJUIN

| 30305450 |sD NEGERI TEBING SIRING 5 [BAJUIN  |UPID SD NEGERI 4 TEBING SIRING |BAJUIN
30300711 |SD NEGERI TIRTA JAYA 1 BAJUIN UPTD SD NEGERI 1 TIRTA JAYA  |BAJUIN
30300710 |SD NEGERI TIRTA JAYA 2 BAJUIN UPTD SD NEGERI 2 TIRTA JHAYA | BAJUIN
30300;3; SD NEGERI BATILAI TAKISUNG UPTD SD NEGERI BATILAI TAKISUNG

——

30300845- SD -NEGERI BENUA LAWAS 1

| E— = == — ———

UPTD SD NEGERI 1 BENUA LAWAS |TAKISUNG

30300844 (SD NEGERI BENUA LAWAS 2

UPTD SD NEGERI 2 BENUA LAWAS |TAKISUNG

30300560 (8D NEGER] RANGGANG 3 UPTD SD NEGERI 3 BENUA LAWAS |TAKISUNG

63 |

64
E 30300841 |SD NEGER! BENUA TENGAH 1 TAKISUNG  |UPTD SD NEGERI 1 BENUA TENGAH |TAKISUNG
E 30300840 |SD NEGERI BENUATENGAH 2 |TAKISUNG  |UPTD SD NEGERI 2 BENUA TENGAH |TAKISUNG

67 | 30300836 |SD NEGERI BENUA TENGAH 3 |TAKISUNG UPTDL-SD NEGERI 3 BENUA TENGAH |TAKISUNG

68 | 30300859 |SD NEGERI GUNUNG MAKMUR 1 ”D 3 “EGER' 1 GUNUNG TAKISUNG

69 SD NEGERI GUNUNG MAKMUR 2 S ) NEGERI 2 GUNUNG TAKISUNG

| 30300861 [SD NEGERI GUNUNG MAKMUR 3 UPTD 8D NEGERI 3 GUNUNG TAKISUNG

L l‘il

30300863 [SD NEGERI GUNUNG MAKMUR 4  |TAKISUNG 3 NEGERI 4 GUNUNG TAKISUNG




NOMENKLATUR LAMA NOMENKLATUR BARU
Mol wesw |  mawauwr | €ocAMATAn NAMA UNIT KECAMATAN

IPTD SD NEGERI 1 TAMBAK

221 | 30300686 |SD NEGERI TAMBAK SARINAH 1 KURAU S |ruRAL
227 | 30300688 HbD NEGERI TAMBAK bARlN-’iH 2 [KuRAU E;T;q;‘:' NEGER! 2 TAMBAK |rireAL

--'.:'_.3 3‘:."3003-5? HD NEG'F‘ RI BUMI H.ARAP:.‘\N | E’::E:MJR _ L_I-PT‘[? =1 PfEGFErI?] BUMI FHARABAN Bl l'n"l,r".J"\_M'._JE:II

224 | 30300810 |SD NEGERI HAN DIL BABIRIK - Z‘i:f;ﬁup UPTD 5D NEGER! HANDIL BABIRIK BUMI MAKMUR

225 | 30300809 |3 SD NEGER! Bn?m ANG ATAE E{i%m L:_:Fm SD NEGER] BIRAYANG ATAS | rBUMJ MAKMUR

226 | 30300808 | SD NEGER! BIRAYANG BAWAH "E;Lit’:d' . gfﬂa fiD NEGER! BIRAYANG B 1 Mlaﬂru?

227 | 30300807 |SD NEGER! HANDIL GAYAM 1 ‘iﬂ;uﬁ UPTD SD NEGERI HANDIL GATAM LE‘-UMI MAKMUR
128 | 30300806 'hDE(;F_.RJ HANDIL MALUKA 3};:‘";&”? UPTD 5D NEL:L:PJ JummL MALLIKA le IMY MAKMLIF

229 3‘51300503 =1 NEGFR] HPI.NDIL CEURU-I'-. 1 E‘lﬁgﬂllﬁ LJF'TL" S NEGEPJ H."'.ND]_L i ELTDUI{ ‘BL'.-II’ ".1 AV 1|. ?

230 | 30300802 |SD NFGFRI mwmn SURUK 2 Eqimmm UPTD S0 NEGER! | HANDIL 2 Slii‘*'UH [BLIMT MAK M'L.F'_
::.ELI ;‘1300530- ED NEGERI lcm‘eau UTARA 1 | m:ﬁtm | _UF'TD 3D b.FGELPJ 1 I-:UETJ U_“I'_ﬁF_?ﬁ_ BLIM] ’-‘J !*"_t-ﬂ /R

232 | 30300600 |SD ?;I._E-IT—:*;‘RJER.‘\LT UTARAZ fﬁ‘i:":ﬂ o |UPTDSD NEGERI 2 KURAU UTARA |BUMI MAKMLP

233 30300824 |SD NEGER] P&‘JTAI_I-;J;E%A_PP:PL _____ E&f;m_ |uPD aD NEGEF’J PANTA l__HARﬁ.P.e-.:. BUMI MAXMUR

234 | 30300579 lSD NEGER! SUNGAT RASAL | 3E;EL o |UPTD SD NEGERI | SUNGAI RASAL |BUNI MAKNMUP

235 | 30300578 |SD NEGERI SUNGAI RASAU 2 ‘M' - N UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI RASAL |BUM! MAKMUR

BUPATI TANAH

H. 2




